
i Dipindai dengan i Ji CamScanneri 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKA SELATAN, 

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Penghitungan 

Angggaran pada Badan Layanan Urnum Daerah Rumah Sakit 

Umum Daerah di Kabupaten Bangka Selatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka 

Selatan tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di 

Kabupaten Bangka Selatan; 
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lcmbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tcntang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 

Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN 

NOMOR 3.A TAHUN 2024 

TENT ANG 

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN 

BAD AN LAY ANAN UMUM DAE RAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

DI KABUPATEN BANGKA SELATAN 

BUPATI BANGl<A SELATAN 

PROVINS! KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH 

PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN BANGKA SELATAN. 

10. Pcraturan Mcntcri Dalarn Ncgcri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang pedornan teknis pengelolnnn keuangan Daerah; 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Sadan Layanan Umum Daerah [Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

Lembaran 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara {Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undnng Nomor 1 Tnhun 2004 tentang 
P rbcndnhnrann Negara [Lcmharnn Ncgnrn Rcpublik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbnhnn L mbaran Negara Rcpublik 
Indoncsin Nomor 4355); 

5. Undang-Undnng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun Nomor 5587), scbagairnana tclah bcbcrapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
6. Peraturan Pemcrintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten tang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Menetapkan 
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selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan daerah yang ditctapkan dengan Peraturan Daerah. 

9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat 

RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, 

yang disusun dan disajikan scbagai bahan penyusunan 

rencana kerja dan Anggaran SKPD. 

dan mencerdaskan kesejahteraan umum 
bangsa. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

memajukan 
kehidupan 

rangka dalam keuntungan mencari 

kewcnangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 
4. Pcjabat Pcngclola Kcuangan Oacrah yang selanjutnya 

disingkat PPKO adalah Kepala Perangkat Daerah yang 
memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan 

daerah dan bcrtindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan Ru.mah Sakit 
Umum Daerah Kriopanting. 

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana 
teknis Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bangka 
Selatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 
yang mempunyai fieksibilitas dalam pola pengelolaan 

keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan 
daerah pada umumnya. 

7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan 

keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat 

untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa 

pcmcrintahan yang mcnjadi urusan pclaksanaan 

Pmml J 

Dnlarn Pcrnturnn Bupnti ini ynng clirnakaud dcngnn: 
1. Dacrah adalnh Kabupatcn Bangka Sclntnn. 
2. Pcrnerintah Dacrah adalah Bupati scbagai unsur 

pen elcnggara Pcrncrintahan Dacrah yang mcnerapkan 

B/\13 T 
K8TENTU/\N UMUM 
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anggaran. 

(2) SILPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung 

berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dalam 1 (satu) 

periode anggaran. 

Pasal2 

(1) SILPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi 

penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun 

BAB II 

SISA LEBIH PERHTTUNGAN ANGGARAN BLUD 

10. Pendapatnn BLUD adalah arus masuk bruto dari manfaat 

ckonomi yang tirnbul dari aktivitns BLUD selama satu 

period' •ang m ingaklbatkun p mambahan ckuitas, 

11. Belanja Bf...UT) adnlah k iwajiban BLUD yang sebagai 

p mgurang nilai kckayaan. 
12. Sisa L bih Pcrhitungan Anggaran yang sclanjutnya disebut 

SILPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan clan 

p ngeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. 

13. Dcfisit anggaran BLUD adalah sclisih kurang antara 

pendapatan dengan belanja BLUD. 

14. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi 

kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta 

lancarnya. 

15. Pembiayaan BLUD merupakan semua penerimaan yang 

perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan 

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun aggaran berikutnya. 

16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 

penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati 

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 

membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang 

ditetapkan. 

17. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan 

uang BLUD yang ditunjuk oleh Bupati pada bank umum 

untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan 

pembayaran pengeluaran BLUD. 
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Pasal 3 

(1) Pemanfaatan SILPA BLUD dalam tahun anggaran 
berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 
dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuictitas. 

(2) Penggunaan SILPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang 
digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus 

melalui mekanisme penyusunan APBD. 
(3) Pemanfaatan SILPA BLUD dalam tahun anggaran 

berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila 

dalam kondisi mendesak dapat ctilaksanakan mendahului 
Perubahan APBD. 

(4) Kriteria kondisi mcndesak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) mencakup 

a. program dan kcgiatan pclayanan dasar masyarakat 
yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum 

cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan 

b. kcpcrluan mendcsak lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 

Pemerintah Daerah dan masyarakat. 

BAB III 

PEMANFAATAN SILPA BLUD 

mendapat pcnggunaannya kepada Bupati untuk 

persetujuan. 

ke rekening leas Dacrah. 
(5) SILPA BLUD scbagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dituangkan dalam perubahan RBA dan dilaporkan rencana 

SILPA BLUD scbagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat 

digunakan dalarn tahun nnggaran berikutnya, kecuaJi atas 

pcrintah Bupati di sctorkan scbagian atau scluruhnya kc Kas 
Dacrah dcngnn mcmpcrtimlmngkan posisi likuiditas dan 

rcncana pcngcluaran BLUD. 
(4) Pcnyctoran SfLPA BLUD scbagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dilakukan mclalui pemindahbukuan dari rekening BLUO 

(3) 

-- 
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Pasal 8 
(1) SILPA BLUD dituangkan dalam RBA dan dikonsolidasikan 

dalam APBD. 
(2) SILPA BLUD disajikan dalam pembiayaan BLUD sebagai 

saldo awal pembiayaan. 

(3) Penganggaran pemanfaatan SILPA BLUD mengikuti 
mekanisme penyusunan APBD. 

BABV 
PENGANGGARAN 

Pasal 7 
Pemerintah Daerah selaku pemilik BLUD dapat memberikan 
fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran yang 
bersumber dari BLUD, termasuk pengelolaan pendapatan dan 
belanja, pengelolaan kas, dan penggunaan SILPA. 

BAB IV 
FLEKSIBILITAS 

Pasal 6 
SILPA BLUD digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis 

belanja BLUD meliputi : 
a. belanja operasi; dan 
b. belanja modal. 

Pasal 5 

Dalam ha! anggaran BLUD dalam satu tahun anggaran 
diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi 
dcfisit tersebut antara lain dari SJLPA BLUD pada tahun 
anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman. 

Pasal4 

SILPA BLUD dapat dipcrgunakan pada tahun anggaran 

berikutnya untuk mcmcnuhi kcbutuhan bclanja opcrasional dan 

pelayanan scrta kcwajiban yang sarnpai akhir tahun anggaran 

sebelurnnya bclum disclcsaikan sclarna rcalisasi pendapatan 
bclum mcncukupi, dcngan mcrnpcrlimbangkan likuiditas BLUD. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR e. A 

HEFINURANDA 

... , 

Diundangkan di Toboali 

pada tangga1 ..:l. Januari 2024 

Plh. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANGKA S ~LATAN, 

(~ 
RIZ HE D VID 

Ditetapkan di Toboali 
pada tanggal ~ Januari 202 
BUPATI BANGKA ELATAN 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Benta 

Daerah Kabupaten Bangka Selatan. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Penatausahaan SILPA BLUD yang dikelola oleh BLUD 

dilaksanakan scsurn dengan kctcntuan peraturan perundang­ 

undangan. 

BAB VI 

PENATAUSAHAAN 
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